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Kebijakan Deregulasi & Pasar Tradisional

Oleh Mustafa K_alnlal Rglian

Kebijakan deregulasi memang sangat dibutuhkan saat
ini. Namun persoalan utama di Indonesia selain deregulasi
adalah sistem birskrasi dan regulasi yang lambat dan
berbelit (regulatery defay)

an dari paket kebijakan yang
dilakukan Presiden JokoWidodo
saat ini. Kebijakan deregulasi sejatinya
diraksudkan menggenjot pertumbuhan
ekonomi yang sedang melambhat halkan
menurun. Namun, dalam kontekslain kebi-
jakan ini dapat sajamenjadi “pedangber-
matadua”. Benar padasatu sisibahwa dere-
gulasi merupakan bagian dati strategi
ekonomiyangdiharapkan efektif mengun-
danginvestasiasing masukkedalam negeri
dengan cara memberikan kemudahan
(baca: kelonggaran)—dengan mengurangi
ketentuan-ketentuan yang memberatkan
pelakuusaha untuk berinvestasi. Tentu
diharapkan meningkatkan kondisi percko-
nomiankitayangsedangmemburuk. Dalan
halini, pemerintahan menginginkan per-
tumbuhaninvestasisernakinbesarschingga
keserpatan ketja bertambah dan dampak-
nya pengangguran dapat berkurang.
Namun di sisi Iain, kelonggaran yang
diberikan kepada pelaku usaha termasuk
pengusahaasinguntuk melalakan investasi
di bidangusaha ritel dapat saja membuat
bencana bagi pelaku usaha kecil. Pelaku
usaha kecil di pasar tradisional misalnya
adalahsalahsatu entitas bisnisyang penting
diperhatikan dalaim kaitan dengan kebijakan
deregulasiini, dimana pelaku usaha besar
atau asing dapat mendominasi dan mc-
ininggirkan pelaku usaha kecil.

ebijakan deregulasi (deregulation
I-< policy)menipakan satu rangkai-

Deregulasi Perizinan

Pasar Modern

Salah satukebijakan deregulasi ekonomi
adalah deregulasidi bidang perizinan usaha

ritel modern, Pemerintah mengeluarkan
kebijakan mempermudab pendiran izin
ritel modem dengan memangkas sejumlah
persyaratan perizinan. Di antara deregulasi
tersebut adalah menghapuskan syarat Ren-
cana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana
Tata RuangWilayah (RIRW) dalam persya-
ratan pendirian usaha ritel modern.
Scbelumnya, persyaraian RDTR dan
RTRW adalah persyaratan perizinan usaha
modern yang telah diatursecara rinci pada
Peraturan Presiden No.! 12 Tahun 2007 te-
patnya Pasal 3 yang berbunyi “Lokasi pendi-
rian Pusat perbelanjaan danToko Mod-
ern wajib mengacu pada Rencana Tata
RuangWilayah Kabupaten/Kota, dan Ren-
cana Deiail Tata Ruang Kabupaten/Kota,
termasuk Peraturan Zonasinya”.
Pengaturan ini lebih lanjut dijclaskan
pada Peraturan Kementerian Perdagangan
No.53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pena-
taan dan Peminaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern melarang
kabupaten/kota yang behun memiliki ren-
cana tata ruang wilayah kabupaten/kota
dan rencana detail rata rvangwilayah kabu-
paten/kota memberikan izin lokast pem-
bangunan pasar (lihat Pasal 2 ayat (2). Ter-
akhir, pengaturan RDTR dan RTRW 1erda-
pat dalarm surat ederan Menteri Perdaga-
ngan tanggal 22 Desember 2014 yang
melarang pemerintah daerah mengeluar-
kan izin minkmarket scbelum terpenuhinya
RDTR dan RTRW. :
Pengaturan pemberian izin dengan
nienperhatikan RDTR dan RTRWinisangat
inendasar sebab pengaturanini idak hanya
berkaitan dengan penataan kota. Tetapi
hal yang lebih substansial adalah persaingan

usahasesarna pelaku usaha ritel termasuk
didalamnya dengan pelaku usaha kecil
seperti pasar tradisional dan warung-wa-
rung kecil. Fakta di lapangan dapat dilihat
secara kasat mata bagaimana “carut
marut-nya” pendirian izin ritel moderu.
DiPasarSukarame Medan misalya, antara
toko modern dengan Pasar Sukarame
berdiri dalam satu atap tanpa jarak.
Demikjan jugaantara Pasar Aksara dengan
Toko Modem Ramayana, dan masihbanyak
contohlainnyadi berbagai tempat dankota
di Indonesia. Di berbagai tempat secara
kasatmata toko modem dengantoko mod-
emlainnya berdirilrersebelahan dan saling
berhadapan, tidak ada jarak yang terawur
dan jelas, seolah semua berdiri semaunya
saja.

Dalarm konteks ini, kebijakan deregulasi
yangdikeluarkan pererintah saat ini jelas
tidak tepat. Kebijakan deregulasi dalam
halini tidak hanya mengganggu penataan
pasar ritel secara winum tetapi juga akan
mengganggu bahkan mengancam kebera-
daan pasar tradisional yang merupakan
tempat berusaha sebagian besar pelaku
usahakecil dan menengah. Padahal, data
telah menunjukkan keberadaan pasar tradi-
sional semakinhari semiakin tergerus, scba-
liknya keberadaan pasar moder semakin
hari semakin meningkat dan menjamur
secara pesat.

Misalnya, data AC Neilson tahun 2007
menyatakan jumiah gerai toko modern
sebanyak 10.365 gerai sedangkan tahun
201 | menjadi 18.152 gerai vang berarti
bertambah sebanyak delapan ribu lebib
atau sebanyak 4 1oko per hari. Sedangkan
pasar tradisional tahun 2007 scbanyak
13.750 geraidan talnm 201  menjadi 9.950
gerai yang berarti berkurang 3.800 gerai
atausebanyak 29 persen. Sedangkan tahun
2012 junlah toko modern berjuinlah sekitar
10.000dan pasar modem berumlah 14.000
genai dengan perincian 358 converient store,
11.569 minirnarket. 1. 146 supermarket, 141
hypermarket dan 260 perkulakan atau
grosir.

Karena itu. kebijakan deregulasi yang
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dilakukan pemerintah saat ini seyogyanya
tidak dilakukan secarabebastanpa peshitu-
ngan. Kekalutan terhadap kondisi pestum-
buhan ekonomi yang rendah tidak mem-
buat pembuat kebijakan (policy maker)
melakukan kebijakan secara gegabah
denganmengundanginvestasitanpameli-
har reservepadassisilain. Kebijakan-kebija-
kan ekonotmi tanpa pethitungan dupat saja
berakibat fatal terhadap kondisi yang lebih
mendasar berupa hak untuk berusaha
(right to economics access) bagi pelaku
usahalokal semisal pelaku usahakecil di
pasar tradisional. Sampai di sini, kebijakan
deregulasi dapat saja bergerser dari pro
pertnmbuhan (pro-growth) menjadi pro
tethadap kebijakan ekoromiliberal (pro-
liberal).

Kebijakan deregulasi inemang sangat
dibutuhkan dalam posisi ekonomi yang
sedang mefambat bahkan cenderung
menurun saatinidengan caramemberikan
kemudahan kepada pelakn usaha dalam
melakukan investasi di Indonesia. Namun
hemat penulis bahwa persoalan utama
dalam iklim investasi di Indonesia selain
deregulasi adalah sangat berkaitan dengan
sistem birokrasi dan regulasi yanglambat
danberbelit (regudatory delay). Hal inisesuai
maksud deregulasi yang bertujuan memini-
malisir kelambatan aturan, meminjam
bahasa Crhistopher $. Yoo dalam Clash
of Regulatory Paradigim bahwa deregu-
lation decentralizes decision makingand
minimizes the potential adverse impact
of regulatory delay.

Selain itu, masih banyaknya “pos-pos
siluman” yang sangat menghambat iklim
investasi dan deregulasi hanyalah salah
satu bagiannya. Pemberian deregulasi
sangal tidaktepat jikaharusn
kedaulatan ekonomi rakyat. Paling tidak,
kebijakan deregulasi harus herada dalany
“satutarikan nafas” imenjagakedau-
latan ekonomi rakyat. Wallahwalam.
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